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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
UNIT KERJA ESELON Il DI LINGKUNGAN

SASARAN STRATEGIS (SS)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

SASARAN PROGRAM 1

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional

IKP 1.1 IKP 1.5
“Indeks Konektivitas “Indeks Konektivitas
Transportasi Darat” Transportasi Perkotaan”

SASARAN PROGRAM 2

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SASARAN PROGRAM 2

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

IKP 2.1 IKP 2.6
“Indeks Kepuasan “On Time Performance
Masyarakat (IKM) (OTP) Transportasi SDP”

Terhadap Pelayanan
Transportasi Darat”

IKP 2.7
“On Time Performance
(OTP) Transportasi
Perkotaan”

SASARAN PROGRAM 1

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional

SASARAN PROGRAM 3

Meningkatnya Keselamatan Transportasi

IKP 3.1 IKP 3.2
“Rasio Kejadian “Rasio Kejadian
Kecelakaan Transportasi Kecelakaan Transportasi
Jalan per 10.000 SDP per 10.000
Keberangkatan” Pelayaran”
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SASARAN PROGRAM (SP)
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BPLJSKB

AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT
(RO)/PROJECT STRATEGIS

IKK 1.2a
“Waktu Tempuh Pada

Jalan Lintas Utama Per

Pulau”

026
Arterial Traffic
Manangement System
(AtMS)

SASARAN PROGRAM 1

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional

A\

Menitr/gkatnya Konektivitas Tre

sorilasi Darat dan Keterpaduan

Antarmoda' rangportasi

y w=

IKK 1.3a
“Indeks Konektivitas
Daerah Tertinggal
Perbatasan dan

Kepulauan yang Terlayani

Keperintisan Angkutan
Jalan”

IKK 1.8a

“Persentase Pelaksanaan

Subsidi Layanan

Angkutan Jalan Perintis”

001
Layanan Angkutan Jalan
Perintis

IKK 1.3b

“Persentase Peningkatan
Keterpaduan Antarmoda
Terhadap Baseline 2019”

006
Layanan Angkutan
Pemadu Moda/
Antarmoda

v

IKK 1.3c

“Persentase Pelaksanaan
Subsidi Angkutan Barang
Untuk Mendukung Tol

Laut”

005
Layanan Angkutan
Barang Perintis

_/
IKK 1.3d
“Tingkat Pemanfaatan

Pemberian Bantuan Bus
Sekolah”

IKK 1.4a
“Persentase Kawasan
Strategis Nasional yang
Telah Terlayani Prasarana
Terminal Penumpang
Tipe-A dan Terminal
Barang”

IKK 1.8b
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe-A dan
Terminal Barang”

010 016
Bus Bantuan Terminal Penumpang
Tipe-A

018
Terminal Barang
Internasional

IKK 1.4b
“Persentase Penyediaan
Fasilitas Pendukung dan

Integrasi Moda”

IKK 1.8c
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Pendukung dan Integrasi
Moda”

020
Fasilitas Pendukung dan
Integrasi Moda

-
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IKK 1.6a
“Persentase lintas
penyeberangan yang
terlayani angkutan
penyeberangan”

IKK 1.8d
“Persentase Pelaksanaan
Subsidi Layanan
Angkutan Penyeberangan
Perintis”

007
Layanan Angkutan
Penyeberangan Perintis

009
Layanan Long Distance
Ferry (LDF)

XXX
Layanan Angkutan
Penyeberangan Perintis
Skema Buy The Service
(BTS)

IKK 1.3e
“Persentase penyediaan
koridor layanan angkutan
umum massal perkotaan
skema by the service”

IKK 1.6b
“Persentase pelaksanaan
pembangunan kapal
penyeberangan perintis”

IKK 1.6c
“Persentase lintas
penyeberangan yang telah
terlayani pelabuhan SDP”

IKK 1.8e
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Pelabuhan

Sungai, Danau, dan

Penyeberangan”
012 021 003
Kapal Penyeberangan Pelabuhan Layanan Angkutan Umum
Perintis Penyeberangan Massal Perkotaan
014 023
Bus Air Pelabuhan Sungai
025

Pelabuhan Danau



PERHUBUNGAN DARAT

SASARAN PROGRAM (SP)
DIREKTORAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM 2

(o)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

ﬁ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN }
\v DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat Meningkatnya Fasilitas dan Layanan

Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

SN—

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BPLJSKB

AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT (RO)/PROJECT STRATEGIS

y el

IKK 2.2a
“Persentase Tingkat
Pelayanan Lebih Besar
Atau Sama Dengan C Pada
Jalan Nasional ”

XXX
Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
di Jalan Nasional

XXX
Penerbitan Persetujuan
Teknis Andalalin

XXX
Evaluasi Analisis Dampak
Lalu Lintas Kawasan di
Jalan Nasional

IKK 2.4a
“Indeks Standar
Pelayanan (SP) di
Terminal Penumpang
Tipe-A dan Terminal
Barang”

IKK 2.8a
“Persentase Pelaksanaan
Revitalisasi Terminal
Penumpang Tipe-A dan
Terminal Barang”

IKK 2.8b
“Persentase Pelaksanaan
Rehabilitasi Terminal
Penumpang Tipe-A dan
Terminal Barang”

031
Terminal Penumpang
Tipe-A ditingkatkan

XXX
Terminal Barang
ditingkatkan

039
Terminal Penumpang
Tipe-A direhabilitasi

XXX
Terminal Barang
direhabilitasi

040
Terminal Penumpang
Tipe-A dikelola

XXX
Terminal Barang dikelola

IKK 2.4b
“Indeks Penerapan SMART
Terminal Penumpang
Tipe-A”

028
Pengembangan Sistem
Layanan Transportasi

Darat

IKK 2.6a
“Persentase Pelaksanaan
Standar Pelayanan (SP) di

Pelabuhan
Penyeberangan”

IKK 2.8c
“Persentase Pelaksanaan
Peningkatan Pelabuhan
Sungai, Danau, dan
Penyeberangan”

IKK 2.8d
“Persentase Pelaksanaan
Rehabilitasi Pelabuhan
Sungai, Danau, dan
Penyeberangan”

033
Pelabuhan
Penyeberangan
ditingkatkan

035
Pelabuhan Sungai
ditingkatkan

037
Pelabuhan Danau
ditingkatkan

042
Pelabuhan
Penyeberangan
direhabilitasi

043
Pelabuhan Sungai
direhabilitasi

044
Pelabuhan Danau
direhabilitasi

045
Pelabuhan Sungai,
Danau, dan
Penyeberangan dikelola

—a

IKK 2.6b
“Rata-Rata Waktu
Operasional Pelayanan
Angkutan Penyeberangan”

—a

IKP 3.3a
“Rata-Rata Persentase
Okupansi Penumpang

Angkutan Umum Massal
Perkotaan Berbasis Jalan”

IKK 2.8e
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Pendukung dan Integrasi
Moda (Dukungan Buy The
Service)”

029
ATCS/ITS

XXX
Fasilitas Pendukung dan
Integrasi Moda
(mendukung
Buy The Service)



SASARAN PROGRAM (SP)
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
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TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BPLJSKB

AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT (RO)/PROJECT STRATEGIS

P

IKK 4.2a
“Persentase
Perlengkapan Jalan yang
Telah Terpasang
Terhadap Kondisi Ideal”

IKK 4.8a
“Persentase Pelaksanaan
Pengadaan dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan”

IKK 4.8b
“Persentase
Perlengkapan Jalan
Terpasang Terhadap
Kondisi Ideal”

052
Perlengkapan Jalan

067
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan

"

IKK 4.2b
“Persentase Lokasi
Rawan Kecelakaan
Tertangani di Jalan

Nasional™

IKK 4.8c
“Persentase Pelaksanaan
Penanganan Lokasi
Rawan Kecelakaan™

XXX
Penanganan Laokasi
Rawan Kecelakaan

XXX
Penanganan Perlintasan
Sebidang

IKK 4.2¢
*Peningkatan Jumlah
Penindakan Pelanggaran
(Angkutan Barang)”

IKK 4.8d
“Persentase Pelaksanaan
Penindakanan
Pelanggaran Angkutan
Barang di Jalan™

XXX
Pengawasan dan
Penindakanan
Pelanggaran Angkutan
Barang

IKK 4.4a
“Persentase Pelanggaran
pada UPPKB Direktorat
Jenderal Perhubungan
Darat”

IKK 4.8e
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan UPPKB”

IKK 4.8f
“Persentase Pelaksanaan
Rehabilitasi UPPKB*

IKK 4.8g
“Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan UPPKB”

054
Alat Penmbangan
Kendaraan Bermotor

067
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKEB)

085
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)
Dikerjasamakan Dengan
Pihak Kedua

076
Unit Pelzksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)
direhabilitasi

077
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKE)
dikelola

SASARAN PROGRAM 3

Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK 4.5a IKK 4.5b IKK 4.5¢
“Persentase Jumlah “Persentase “Persentase
perusahaan AKAP, Ketersediaan Fasilitas Ketersediaan Taman
Angkutan Pariwisata, Keselamatan ZoSS, RASS, Edukasi Lalu Lintas™
ALBN, Angkutan B3, dan dan Implementasi Batas
Angkutan Alat Berat Kecepatan di Jalan
yang menerapkan Sistem Nasional Terhadap
Manajemen Keselamatan Kondisi Ideal”
(SMK)”
IKK 4.8h IKK 4.8i
“Perséntase “Perséntase
Pelaksanaan Pelaksanaan Taman
Pembangunan Fasilitas Edukasi”
Keselamatan Jalan
(Z0SS, RASS,
Implementasi Batas
Kecepatan)”

XXX 055 070
Monitoring Pembinaan Zona Selamat Sekolah Taman Edukasi
Keselamatan Angkutan (ZoSS)

Umum SMK & Bimbingan
Teknis Panyusunan 056
Dokumen SMK Zona Keselamatan
(Kawasan)
057
Rute Aman Selamat
Sekolah (RASS)
058
Implementasi Batas
Kecepatan

IKK 4.5d
“Indeks Pemahaman

Masyarakat Tentang
Keselamatan Jalan™

IKK 4.8j
“Persentase Pelaksanaan
Sosialisasi Keselamatan
Jalan™

048
Pekan Nasional
Keselamatan Jalan

050
Sadar Lalu Lintas Usia
Dini (SALUD)

051
Promosi Keselamatan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

IKK 4.5e
“Persentase standarisasi
perusahaan karoseri
kendaraan bermotor”

IKK 4.7a
“Persentase Pemenuhan
Fasilitas Pengujian
Kendaraan Bermotor
yang Sesuai Standar
Internasional (UN-ECE)”

069
Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor

XXX
Pemeriksaan Fisik
Rancang Bangun

IKK 4.5f
“Persentase standarisasi
pengujian berkala
kendaraan bermotor”

IKK 4.8
“Persentase UPUBKB
yang Telah Diakreditasi”

059
Alat Uji dan Alat
Kalibrasi Kendaraan
Bermotar

ﬁh KEMENTERIAN PERHUBUNGAN \
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IKK 4.6a
“Persentase fasilitas
keselamatan alur
pelayaran sungai dan
danau yang terpasang
secara ideal "

IKK 4.8k
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Keselamatan Alur
Pelayaran Sungai dan
Danau”

065

Rambu Sungai dan Danau

027
Halte Sungai dan Danau

——
IKK 4.6b
“Persentase fasilitas
keselamatan alur
pelayaran pada kolam
pelabuhan terhadap
kondisi ideal”

IKK 4.81
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan SBNP™

IKK 4.8m
“Persentase Pelaksanaan
Pengerukan Kolam
Pelabuhan™

063
Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran (SBNP)

071
Pengerukan Kolam
Pelabuhan

062
Tug Boat

075
Pemeliharaan Tug Boat

—
IKK 4.6¢c
“Persentase lintas
pelayaran SDP yang
terawasi kapal patroli
multipurpese ”

060
Kapal Patroli

Multipurpose



SASARAN PROGRAM (SP)
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BPLJSKB

AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT
(RO)/PROJECT STRATEGIS

IKK 1.2a
“Waktu Tempuh Pada

Jalan Lintas Utama Per

Pulau”

026
Arterial Traffic
Manangement System
(AtMS)

SASARAN PROGRAM 5

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

A\

Menitr/gkatnya Konektivitas Tre

sorilasi Darat dan Keterpaduan

Antarmoda' rangportasi

y w=

IKK 1.3a
“Indeks Konektivitas
Daerah Tertinggal
Perbatasan dan
Kepulauan”

IKK 1.8a

“Persentase Pelaksanaan

Subsidi Layanan

Angkutan Jalan Perintis”

001
Layanan Angkutan Jalan
Perintis

IKK 1.3b

“Persentase Peningkatan
Keterpaduan Antarmoda
Terhadap Baseline 2019”

006
Layanan Angkutan
Pemadu Moda/
Antarmoda

v

IKK 1.3c

“Persentase Pelaksanaan
Subsidi Angkutan Barang
Untuk Mendukung Tol

Laut”

005
Layanan Angkutan
Barang Perintis

_/
IKK 1.3d IKK 1.4a
“Tingkat Pemanfaatan “Persentase Kawasan
Pemberian Bantuan Bus Strategis Nasional yang
Sekolah” Telah Terlayani Prasarana
Terminal Penumpang

Tipe-A dan Terminal
Barang”

IKK 1.8b
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe-A dan
Terminal Barang”

010 016
Bus Bantuan Terminal Penumpang
Tipe-A
018

Terminal Barang
Internasional

IKK 1.4b
“Persentase Penyediaan
Fasilitas Pendukung dan

Integrasi Moda”

IKK 1.8c
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Pendukung dan Integrasi
Moda”

020
Fasilitas Pendukung dan
Integrasi Moda

-

ﬁ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN }
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IKK 1.6a
“Persentase lintas
penyeberangan yang
terlayani angkutan
penyeberangan”

IKK 1.8d
“Persentase Pelaksanaan
Subsidi Layanan
Angkutan Penyeberangan
Perintis”

007
Layanan Angkutan
Penyeberangan Perintis

009
Layanan Long Distance
Ferry (LDF)

XXX
Layanan Angkutan
Penyeberangan Perintis
Skema Buy The Service
(BTS)

IKK 1.6b IKK 1.6c IKK 1.3e
“Persentase pelaksanaan “Persentase lintas “Persentase penyediaan
pembangunan kapal penyeberangan yang telah koridor layanan angkutan
penyeberangan perintis” terlayani pelabuhan SDP” umum massal perkotaan
skema by the service”

IKK 1.8e
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Pelabuhan

Sungai, Danau, dan

Penyeberangan”
012 021 003
Kapal Penyeberangan Pelabuhan Layanan Angkutan Umum
Perintis Penyeberangan Massal Perkotaan
014 023
Bus Air Pelabuhan Sungai
025

Pelabuhan Danau



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
UNIT KERJA ESELON Il DI LINGKUNGAN DITJEN
PERHUBUNGAN DARAT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) BPLJSKB

AKTIVITAS/ RINCIAN OUTPUT (RO)/PROJECT STRATEGIS

IKK 4.2a
“Persentase
Perlengkapan Jalan yang
Telah Terpasang
Terhadap Kondisi Ideal”

IKK 4.8a
“Persentase Pelaksanaan
Pengadaan dan
Pemasangan
Perlengkapan Jalan”

IKK 4.8b
“Persentase
Perlengkapan Jalan
Terpasang Terhadap
Kondisi Ideal”

052
Perlengkapan Jalan

067
Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan

IKK 4.2b
“Persentase Lokasi
Rawan Kecelakaan
Tertangani di Jalan

Nasional”

IKK 4.8c
“Persentase Pelaksanaan
Penanganan Lokasi
Rawan Kecelakaan”

XXX
Penanganan Lokasi
Rawan Kecelakaan

XXX
Penanganan Perlintasan
Sebidang

IKK 4.2c
“Peningkatan Jumlah
Penindakan Pelanggaran
(Angkutan Barang)”

IKK 4.8d
“Persentase Pelaksanaan
Penindakanan
Pelanggaran Angkutan
Barang di Jalan”

XXX
Pengawasan dan
Penindakanan
Pelanggaran Angkutan
Barang

IKK 4.4a
“Persentase Pelanggaran
pada UPPKB Direktorat
Jenderal Perhubungan
Darat”

IKK 4.8e
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan UPPKB”

IKK 4.8f
“Persentase Pelaksanaan
Rehabilitasi UPPKB“

IKK 4.8g
“Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan UPPKB”

054
Alat Penmbangan
Kendaraan Bermotor

067
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)

085
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)
Dikerjasamakan Dengan
Pihak Kedua

076
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)
direhabilitasi

077
Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB)
dikelola

Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK 4.5a
“Persentase Jumlah
perusahaan AKAP,
Angkutan Pariwisata,
ALBN, Angkutan B3, dan
Angkutan Alat Berat yang
menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan
(SMK)”

XXX
Monitoring Pembinaan
Keselamatan Angkutan

Umum SMK & Bimbingan

Teknis Penyusunan
Dokumen SMK

SASARAN KEGIATAN 4

IKK 4.5b
“Persentase
Ketersediaan Fasilitas
Keselamatan ZoSS, RASS,
dan Implementasi Batas
Kecepatan di Jalan
Nasional Terhadap
Kondisi Ideal”

IKK 4.8h
“Perséntase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Keselamatan Jalan
(ZoSS, RASS,
Implementasi Batas
Kecepatan)”

055
Zona Selamat Sekolah
(ZoSS)

056
Zona Keselamatan
(Kawasan)

057
Rute Aman Selamat
Sekolah (RASS)

058
Implementasi Batas
Kecepatan

IKK 4.5¢c
“Persentase
Ketersediaan Taman
Edukasi Lalu Lintas”

IKK 4.8i
“Perséntase Pelaksanaan
Taman Edukasi”

070
Taman Edukasi

IKK 4.5d
“Indeks Pemahaman
Masyarakat Tentang
Keselamatan Jalan”

IKK 4.8j
“Persentase Pelaksanaan
Sosialisasi Keselamatan
Jalan”

048
Pekan Nasional
Keselamatan Jalan

050
Sadar Lalu Lintas Usia
Dini (SALUD)

051
Promosi Keselamatan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

IKK 4.5e
“Persentase Persentase
penetapan regulasi
standar alat uji
berdasarkan UN-ECE
(United
Nations-Economic
Commissions for
Europe)”

IKK 4.7a
“Persentase Pemenuhan
Fasilitas Pengujian
Kendaraan Bermotor
yang Sesuai Standar
Internasional (UN-ECE)”

069
Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor

XXX
Pemeriksaan Fisik
Rancang Bangun

IKK 4.5f
“Persentase standarisasi
pengujian berkala
kendaraan bermotor”

IKK 4.8j
“Persentase UPUBKB
yang Telah Diakreditasi”

059
Alat Uji dan Alat
Kalibrasi Kendaraan
Bermotor

IKK 4.6a
“Persentase fasilitas
keselamatan alur
pelayaran sungai dan
danau yang terpasang
secara ideal ”

IKK 4.8k
“Persentase Pelaksanaan
Pembangunan Fasilitas
Keselamatan Alur
Pelayaran Sungai dan
Danau”

065
Rambu Sungai dan Danau

027
Halte Sungai dan Danau



DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

IKP1.1
Rasio Konektivitas Transportasi Darat
IKP1.5
Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan
IKP2.1
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan
Transportasi Darat
IKP2.6
On-Time Performance (OTP) Transportasi SDP
IKP2.7
On-Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan
IKP3.1

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000

Keberangkatan
IKP3.2
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000
Pelayaran
IKP4
Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang
mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan
dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang
dikeluarkan/ditetapkan

IKP5

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

DIT. LALU LINTAS JALAN

IKK1.2
Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau
IKK4.2
Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang

terhadap kondisi ideal

IKK5.2
Kualitas Penyelenggaran Dukungan Teknis

Bidang Lalu Lintas Jalan

IKK6.2
Tingkat Penyelenggaran Perkantoran
Direktorat Lalu Lintas Jalan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
\ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SETDITJEN PERHUBUNGAN DARAT

IKK1.1a
Indeks Reformasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat
IKK1.1b
Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1a
Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1b
Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1c
Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1d
Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1e

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1f
Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
IKK2.1g
Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

DIT. ANGKUTAN JALAN

IKK1.3a

Jumlah (lintas) trayek pelayanan angkutan jalan nasional
IKK1.3b

Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap

baseline 2019
IKK1.3c
Persentase pelaksanaan subsidi angkutan barang untuk
mendukung tol laut
IKK1.3d
Tingkat pemanfaatan pemberian bantuan bus sekolah

IKK1.3e

Panjang trayek layanan subsidi pengembangan transportasi

perkotaan skema buy the service

IKK3.3

Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum

massal perkotaan berbasis jalan
IKK5.3
Kualitas Penyelenggaran Dukungan Teknis
Bidang Angkutan Jalan
IKK6.3
Tingkat Penyelenggaran Perkantoran
Direktorat Angkutan Jalan

IKK2.1h
Indeks Penyelenggaraan Perkantoran
Ditjen Perhubungan Darat
IKK3.1
Indeks SPBE Kementerian Perhubungan
IKK4.1a

Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat

IKK4.1b

Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat

IKK4.1c
Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
Ditjen Perhubungan Darat
IKK5.1a

Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat

IKK5.1b
Reputasi Positif Ditjen Perhuungan Darat
IKK6.1

Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan

Transportasi Darat

S DTeRAsAAATS

IKK1.4a
Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang
yang beroperasi
IKK1.4b
Persentase penyediaan Fasilitas Pendukung
dan Integrasi Moda
IKK2.4a
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Terminal Tipe-A
IKK2.4b
Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

IKK4.4

Persentase pelanggaran pada UPPKB

Ditjen Perhubungan Darat
IKK5.4
Kualitas Penyelenggaran Dukungan Teknis

Bidang Prasarana Transportasi Jalan
IKK6.4

Tingkat Penyelenggaran Perkantoran

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

/




DIT. SARANA TJ

IKK4.5a
Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN,
Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)
IKK4.5b
Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan
batas kecepatan di jalan nasional
IKK4.5c
Jumlah ketersediaan taman edukatif
IKK4.5d
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan
transportasi jalan
IKK4.5e
Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai
standar internasional (UN-ECE)
IKK4.5f
Persentase standarisasi pengujian berkala
kendaraan bermotor
IKK5.5
Kualitas Penyelenggaran Dukungan Teknis
Bidang Sarana Transportasi Jalan
IKK6.5
Tingkat Penyelenggaran Perkantoran
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

DIT. TRANSPORTASI SDP

IKK1.6a
Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan
IKK1.6b
Jumlah kapal SDP perintis yang beroperasi
IKK1.6c
Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi
IKK2.6a
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Pelabuhan SDP
IKK2.6b
Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan
penyeberangan
IKK4.6a
Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan
IKK4.6a
Jumlah lintas pelayaran SDP yang terlayani pengawasan
kapal patrol multipurpose
IKK5.6
Kualitas Penyelenggaran Dukungan Teknis
Bidang Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
IKK6.6
Tingkat Penyelenggaran Perkantoran
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan



